
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 11 tahun
1983 tentang Perlindungan Terhadap Ikan sudah tidak
sesuai dan perlu diganti;

b. bahwa sumber daya air di wilayah Kabupaten Temanggung
merupakan potensi pengembangan sumber daya ikan yang
dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
masyarakat;

c. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya air untuk
pengembangan potensi sumber daya ikan yang
berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan, maka
pengelolaan dan pemanfaatannya perlu diatur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun
1989 seri C Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008
Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2011 Nomor 23);



13.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16
Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2009 Nomor 16);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi,
produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam
suatu sistem bisnis perikanan.

5. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

6. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya
ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.

7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus
hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

8. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan
dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang
terkontrol.

9. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
pembudidayaan ikan.

10. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

11. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang
tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun.

12. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan
ikan.



13. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

14. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi
dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan
keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan
hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang
dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai
kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang
telah disepakati.

15. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan pelestarian dan
pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk
menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap
memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber
daya ikan.

16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

17. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

18. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum
dewasa.

19. Calon induk ikan adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan
induk.

20. Ikan konsumsi adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang dipersiapkan
untuk dikonsumsi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar
hukum penyelenggaraan perikanan sehingga terwujud pengelolaan
perikanan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta peningkatan
ketersediaan ikan.

(2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a. meningkatkan pengelolaan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan
ikan dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan;

b. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi ikan;

c. meningkatkan kesejahteraan pembudidaya, nelayan, pengolah dan
pemasar ikan; dan

d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam
penyelenggaraan bidang perikanan.

BAB III
SUMBER DAYA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Lahan Pembudidayaan Ikan

Pasal 3

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya perikanan diperlukan penyediaan
lahan yang memenuhi persyaratan teknis perikanan.



Pasal 4

(1) Penyediaan lahan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang
Tata Ruang Wilayah yang berlaku.

(2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan
perubahan peruntukan lahan pembudidayaan ikan, lahan pengganti
harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan
teknis perikanan.

(3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikecualikan bagi lahan perikanan untuk kegiatan pendidikan
dan/atau penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Air

Pasal 5

(1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan perikanan harus memenuhi
persyaratan baku mutu air sesuai peruntukannya.

(2) Pemerintah Daerah mengatur dan membina tata pemanfaatan air guna
menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan pembudidayaan
ikan.

BAB IV
PENGELOLAAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Penyediaan dan Pengembangan Benih ikan dan Ikan konsumsi

Pasal 6

(1) Penyediaan dan pengembangan benih ikan dan ikan konsumsi dilakukan
dengan mengutamakan produksi daerah.

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha
pembudidayaan ikan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk
menjamin ketersediaan benih ikan dan ikan konsumsi.

(3) Dalam hal usaha pembudidayaan ikan oleh masyarakat belum
berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembudidayaan ikan.

Pasal 7

Tata cara pemasukan dan pengeluaran benih ikan, calon induk ikan, dan/atau
induk ikan ke dalam dan ke luar daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Budidaya Ikan

Pasal 8

(1) Budidaya ikan merupakan usaha untuk menghasilkan ikan peliharaan
dan produk perikanan.


